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PERATURAN \ DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR e

Mengingat

- Menimbang !

o

NOMOR It tAHUN 2001
"TENTANG |

e

ORGANlSASl DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
'BUPATI KARANGANYAR, : |
bahwak dalam rangka pelaksan’aan Undang-‘dndanQ Nomof 22 Tahun -

1999 tentang Pemerintahan - Daerah, perlu menata kembali -
Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

-Karanganyar yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip

penyelenggaraan Otonomi Daerah;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Organisasi dan Tata :

kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan

. dltetapkan dengan Peraturan Daerah.

: Undang‘-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang - Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 "
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang ‘Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 - tentang  Perimbangan

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan |

Pemerintah- dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
. Peraturan Pemerintan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2000 Nomor 169);

Peraturan Pemerintah Nomor- 100 - Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural -
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomqr 4018).
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
o 0 MEMUTUSKAN @ S

- _'fMeriét'ébkén' . PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN

KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR E

BABI SR
KETENTUAN UMUM i

Pasal 10

. Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
‘a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

b, Pemerintah Daerah" adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang .

- .’laln sebagal Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Karanganyar

" c. Bupati adalah Bupati Karanganyar : : :
S d. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemermtah Daerah Kabupaten_:_

- Karanganyar, - *

e.qurangkat Daerah adalah Orgamsasn/Lembaga pada Pemenntah‘ e

Daerah yang bertanqqung jawab kepada Bupati. dan. membantu,

Bupati  dalam penyelenggaraan - Pemerintahan yang terdiri atas - e

i . Sekretariat” Daerah, Dinas Daerah, - Lembaga Teknts Daerah;
. .Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar :

. f Kecamatan adalah Wllayah Kerja Camat sebagal Perangkat Daerahv R

Kabupaten Karanganyar

g Kelurahan adalah W:layah Kerja Lurah sebagal Perangkat Daerah )

o _Kabupaten Karanganyar

. “BABII -
PEMBENTUKAN

Pasal 2

: Dengan Peraturan Daerah ini- dabentuk Orgamsasn dan Tata Kerja :
= -Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar '

| ‘, BABII
* KECAMATAN

Baglan Pertama s
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsu
Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Pemenntah Daerah yang :
dlplmpln ‘oleh seorang - Camat. yang berada dl bawah dan'

_ - bertangung jawab kepada Bupati; - :
i (2) Camat mempunyal tugas membantu Bupatl dalam penyelenggaraan
- Pemerintahan, Pembangunan dan Pembmaan Kemasyarakatanf
- dalam wilayah Kecamatan; - L : U
(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana d|maksud ayat (2) o
Pasal lnx Kecamatan mempunyal fungsr PRt ~

SR Paraf../.‘.v P
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(2)

b Pengkoordmasmn pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintah .

. )

a Penyelenggaraan Pemenntahan Umum pembmaan Pemenntah

kelurahan/desa ketenteraman ‘dan * ketertiban, . kesejahteraan

masyarakat pembangunan dan pelayanan umum;

~kelurahan/desa; - ketenteraman~ dan’ ketertiban, kesejahteraan'ﬁ
masyarakat pembangunan dan pelayanan umum; : s

. C. Pelaksanaan tugas lain yang dlbenkan oleh Bupat: sesual dengan': V‘

e
vff@)

BN

SQ o ao U‘m

tugas dan fungsmya o

Baglan Kedua _
Susunan Orgamsasu ’

Pasal 4

'Susunan Orgamsam Kecamatan terdm dan SR

. Camat

. Sekretanat ,

- Seksi Pemerlntahan :

. Seksi Ketentraman dan Ketemban L

. Seksi Pembangunan Masyarakat DesalKelurahan :
Seksi Kesejahteraan Sosial; - '

Seksi Pelayanan Umum;

Kelompok Jabatan Fungs:onal \

Sekretariat dlptmpln oleh seorang Sekretans yang berada di bawah“ e

dan bertanggungjawab kepada Camat; . |

Masing-masing seksi dipimpin oleh . seorang Kepala Seksi yang R

berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Camat; |

Bagan Susunan Orgamsasn Kecamatan sebaga:mana tercantum S
. dalam Lamplran lyang merupakan baglan tldak terplsahkan dengan :
‘ Peraturan Daerah i - S

BAB IV
KELURAHAN

- ‘ “' Baglan Pertama -
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsa
Pasal 5

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dlplmpm oleh :

. ;seorang furah yang berada dlbawah dan- bertanggung }awab kepadaf

)

n .Camat , . : « e
Lurah’ mempunyal tugas pokok membantu ‘Camat dalam
'penyelenggaraan pemenntahan pembangunan dan pembmaan;,

- kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.. : ~

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmané dlmaksud ayat (2)' -

: Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsx g . _
a. Pengkoordmasuan terhadap Jalannya Pemenntahan Kelurahan
Vpelaksanaan ' pembangunan pemblnaan kesejahteraan'

" 'masyarakat ketenteraman dan ketemban serta pelayanan

Ce umum; :
- b,iPelaksanaan tugas dlb:dang pembangunan dan pemblnaan,f .

_kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

Paraf.7 o



i c ,‘Pelaksanaan usaha pemngkatan partssspasn dan swadaya gotong

../ royong masyarakat; - . :

fd:?Pe!aksanaan keg!atan pemblnaan ketenteraman dan ketertuban
- wilayah kelurahan; : : e

- '_f:"dengan tugas dan fungsmya g

Baglan Kedua S

Susunan Orgamsas;
S ; Pasal6
) Susunan OrganlsaSI Kelurahan terdm dan
. Sekretanat ,
SekSI Pemermtahan , LR
.'Seksi Ketentraman dan Ketemban .
. Seksi Pembangunan; . R
Seksi Kesejahteraan So&al St
- Seksi Pelayanan Umum o o
.-ngkungan i
- Kelompok Jabatan Fungs:onal

- co‘j:'-r"f{m] oo o »

< dan: bertanggungjawab kepada Lurah;
- berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;

‘ dalam Lampxran i yang merupakan bagsan tldak terplsahkan,y"
dengan Peraturan Daerah ini. 5 ' e

Sk BABV.
R KELOMPOK JABATAN FUNGS!ONAL
‘ Pasal 7 e

:."',(V'_i‘),'Kelompok .Jabatan Fungsmnal mempunyal tugas melaksanakan__f

 kebutuhan.-

. e, Pelaksanaan tugas lain 'y yang dlbenkan oleh Camat sesua|

: (2) :.iSekretanat dipimpin oleh seorang Sekretarls Yang berada d| bawah- o
(3) Masing-masing seksi dipimpin_oleh seorang Kepala Seksn yang"’ S

(4) Bagan Susunan OrgamsaSI Kelurahan sebagalmana tercantum'?"-l”'

. sebagian tugas_ Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan keahlian dan o .

[;:"(2);:“ Kelompok Jabatan Fungstonal sebagamana dlmaksud ayat [{ )l-", e
Y Pasal ini. terdiri. dan sejumlah Pegawal Negen Sipll dalam jenjang -

: - jabatan fungsional yang terbagl dalam berbagal kelompok sesuay "_f/‘

dengan bldang keahhannya ‘ SR
' Setlap kelompok sebagalmana d!maksud ayat (1) Pasal ini dlplmpmj; -

yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Camat/Lurah

i ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

sl ini diatur sesual Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

e ‘fam‘f;/... i

*oleh seorang tenaga fungsmnal senior yang dltunjuk oleh Pejabat
4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasalf e

) ‘Jenis dan Jabatan fungsional sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal;?;f el



:_.BABVI S
| ,__PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

f_“_(’l) Pejabat Eselon m dl lmgkungan Kecamatan dtangkat danf |
dlberhentlkan oleh Bupatl G W mp

“"_1;1(2) Pejabat Eselon IV di hngkUhgan Kecamatan dan Kelurahan dapatf

kewenangan oleh Bupatl R

BAB VH
TATA KERJA

Pasal 9

d:angkat dan dlberhen’ukan oIeh Sekretans Daerah atas pehmpahan;};‘;’ i» 2

;,,fl"."gfiif‘-f’/‘DaIam melaksanakan tugasnya Camat Sekretarls Kecamatan Seksu.j_i}_‘ﬁ'f?*ff‘f' an
~_pada. Kecamatan “Lurah,” Sekretans Kelurahan ~dan" Seksi pada'*"__‘
Kelurahan Wajlb menerapkan pnnsnp koordmasn lntegraSI smkronlsasy_ e

| . balk vertikal maupun ‘horisontal di ungkungan Kecamatan/Keiurahan' B
lmaupun dengan mstans: Iam sesuai tugas dan fungsmya ;_ el

Pasal 1 O

" berlaku. -

(1) Setlap plmpman satuan organlsa3| Wajlb mengawa31 bawahannya
e masmg masing - dan bila terjadz penylmpangan agar mengamb!l,v‘-:f .
. 4Iangkah Iangkah yang dlperlukan sesual dengan perundangan yang;'i‘; f'_ f L

:{Setlap plmplnan satuan orgamsaSI bertanggung 1awab memlmpm*i‘ e

| 1"-7,5;;‘dan mengkoordtnas;kan bawahan masmg masmg dan. membenkan ffk’ e

L *bxmbmgan serta petunjuk bagx pelaksanaan tugas bawahannya

 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuni - e

, ,  " ‘{jpetunjuk dan: bertanggung jawab kepada atasan masmg masmg g
dan menylapkan laporan berkala tepat pada waktunya -

i r;.:.DaIam melaksanakan tugasnya setlap plmpman satuan orgamsas;_;-:,q‘ﬂ.;;

g "i,fjdlbantu oleh satuan orgamsasn di bawahnya dan dalam rangka gl

f}mengadakan rapat berkala

Pasal 1

pemberian- blmbmgan kepada bawahan masmg masmg, ,wajlb o

A'{‘Set'ap laporan yang d'te”ma oleh plmplnan satuan orgamsas1 dan“ Fseatodl

- i;,;5',’;‘;‘bawahannya Wajlb diolah dan dnpergunakan sebagar bahan untuk e

. kepada bawahan.-

M"_L‘;;penyusunan laporan lebih !anjut dan untuk membenkan petunjuk-‘},

| "‘_"Dalam menyampaukan laporan masmg-masmg kepada atasan

A ‘tembusan laporan wajib drsampa:kan pula kepada satuan orgamsasnj f

L f; laln yang secara fungsnenal mempunyal hubungan lferja e




e BABVITI
KErENTUAN PERAL!HAN

Pasal 12

SR 'Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kecamatanf
" . dan Kelurahan yang ada ‘sekarang.i ini masih tetap menjalankan tugasnya
- sampai dengan dnlantxknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan
' ,Daerah ini. - S

. BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
| Pasala
i Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, mél<a' semua Peraturan =

7 - Daerah dan ketentuan yang bertentangan dan atau tldak s&suax dengan» ’_i ! g

ST Peraturan Daerah ini dlnyatakan tidak berlaku.
| | Pasal 14

' . " . | '(1) Tugas pokok dan fung& Kecamatan dan Kelurahan akan dl;abarkan' ‘

- _dalam Keputusan Bupati. -
(2) Hakhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan duatur -
| leblh lanjut oleh Bupat: sepan}ang mengenai pelaksanaannya o

Pasal 15

o . Peraturan Daerah ini mulal beriaku pada tanggal dlundangkan LT ‘
. Agar setiap ‘ orang’ mengetahuinya, memerintahkan _pengundangan -
- ‘Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah L

; Kabupaten Karanganyar : : '

Dttetapkan di Karanganyar - g
- pada tanggal 15 ﬂabruan ,200: .

| *LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
- TAHUN 2001 Nomor. - 12 = - SERI p.&
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A PENJELASAN 4 o
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
’ "NOMOR il TAHUN 2001
‘ v : - TENTANG =~ : -
OnGnManSi DA"J TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
: KABUPATEN KARANGANYAR B

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan dlundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

o , rtentang Pemerintahan: Daerah, Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

: : -‘ "';Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemenntah R
. Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi ‘
Propms: sebagat Daerah Otonom dan Peraturan Pemenntah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman, Orgamsasx Perangkat ‘Daerah, membawa perubahan ‘terhadap

;' ",f,tatanan penyelenggaraan Pemenntahan di Daerah dtmana Pemerintah Daerah dituntut o
L '1ebuh ‘profesional dalam memberikan. pelayanan kepada masyarakat Hal tersebut
) dlkarenakan telah terjadi perubahan mendasar terhadap sistem Pemerintahan Daerah, - ;
. yaitu dari sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab menjadi sistem

_ otonomi- daerah yang Iuas nyata dan bertanggung Jawab Perubahan tersebut -
~_membawa konsekuensi terhadap kewenangan daerah dalam menentukan berbagal

i . kebuakan sebagal manifestasi otonomi. daerah tersebut dalam rangka mengatur dan
. mengurus rumah tangga sendm menurut prakarsa sendm sesuat kondlsl dan potensu

e v~daerah

maupun di pemerintah_ proplnSI sekﬂrang merupakan hak di daerah untuk mengelola C
",)berdasarkan potensi dan kemampuan masmg masmg ‘daerah. Atas dasar prinsip- -

. -prinsip pembenan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung Jawab tersebutw

. diatas, membenkan arahan -dan sekaligus menjadlkan ‘pedoman’ bagi Pemerintah R
' Kabupaten Karanganyar untuk menata Susunan Orgamsasn dan Tata Kerja Kecamatan =~~~
- dan Kelurahan Penyusunan penataan orgamsam ini dimaksudkan sebagal langkah

Kewenangan dan urusan yang dahulu berada dltangan pemenntah pusat'

awal dalam menampung kewenangan dan urusan yang diberikan kepada’ daerah dan i

| ‘ dlsesua|kan dengan kond|S| dan potens; di Kabupaten Karanganyar

= Pasal 6 " i Cukupjelas.

‘ PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
o PasaH huruf a: Cukupjelas

; huruf b Cukupjelas : , o
' 'i"_'ihuruf c: 'Bupati sebagau Kepala Eksekutn‘ dalam melaksanakan tugasnya '
. dibantu oleh Wakil Bupatl e '
7 huruf d : - Cukupjelas. s
~ hurufe: Cukupjelas.
;" hurdf f o Cukupjelas. e
L hurif g < Cukupjelas. S TR S

'_Pés:a_l 2. 0 l: V‘Cukup Jelasﬁf:;

| ;Q;'Pasal‘sf” . - Cukupjelas. -
. Pasal4 . Cukupjelas. -
 Pasal5 1. Cukupjelas. .=

L Pdra]’..%. :



. Pasal7 : Cukupjélas. -

| Pasal 8 Cukup jelas.
 Pasal9 :  Cukupjelas.
-Pasal 10 :  Cukupjelas.

' Pasal11 : Cukupjelas.

“Pasal12 : Cukupjelas.

. Pasal13 : Cukupjelas. .

 Pesal14 © Cupieles.

. Pasal1s @ Cupjeles.

il
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; PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
CYARUN 2001 -

‘: \_15, ?EMMHP—I ,; :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

P KELOMPOK = | .=

. e JABATAN FUNGSIONAL

| sexreTARIS
~CAMAT « -

SEKSl |
PEMERINTAHAN

.. SEKSI
KETENTRAMAN

DAN KET EQTIBAN

SEKSI

© PEMBANGUNAN
MASYARAKAT -
1 DESAl ol
~ KELURAHAN = |

SEKSI

: KéSEJA!-‘TERAAN

SOSIAL

. SEKSI
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